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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Rh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam,

pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat

kediaman  di  Kabupaten  Muna,  Provinsi

Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  XX,  agama  Islam,  pekerjaan

Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman

di  Kabupaten Sigi,  Provinsi  Sulawesi  Tengah,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024

yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Raha  pada  tanggal  05

Februari  2024  dengan  register  perkara  Nomor  72/Pdt.G/2024/PA.Rh,  telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami   isteri  yang  telah

melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 26 oktober 2020 yang

telah  dicatat  oleh  pegawai  pencatat  nikah  Kantor  Urusan  Agama (KUA)

Kecamatan  XX,  Kabupaten  Banggai  sebagaimana  bukti  berupa  Kutipan

Akta Nikah Nomor : XX yang tertanggal 26 Oktober 2020;

2. Bahwa  sesudah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai  suami-isteri  tinggal  di  rumah  kakak  kandung  Penggugat  di
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Kabupaten  Banggai,  Provensi  Sulawesi  Tengah  dan  sebagai  kediaman

bersama terakhir;  

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

dalam  keadaan  rukun  dan  harmonis  namun  sejak  awal  tahun  2021

ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis

yakni Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan antara lain :

- Sering meminun minuman beralkohol;

- Sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

5. Bahwa  puncak  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

pada tahun akhir bulan Juli tahun 2021 dimana pada waktu itu Tergugat

pulang mabuk dan langsung melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat

dengan  cara  menampar  muka  dan  menendang  dada  Penggugat,  atas

perlakukan itu  Penggugat  ingin  melaporkan perbuatan Tergugat  tersebut

namun  Tergugat  langsung  meninggalkan  kediaman  bersama  dan  tidak

pernah kembali lagi;

6. Bahwa  atas  kejadian  tersebut  diatas  Penggugat  dan  Tergugat   telah

pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli  tahun 2021 yakni selama dari

lebih  dari  2  (dua)  tahun  dan  mulai  itu  pula  Tergugat  tidak  pernah  lagi

menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin; 

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma

sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak

tidak  melanggar  norma  agama  dan  norma  hukum  maka  perceraian

merupakan  jalan  terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Ketua Pengadilan  Agama Raha  cq.  Majelis  Hakim yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut  hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,  mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

telah  datang  menghadap  sendiri  (in  person)  di  persidangan,  sedangkan

Tergugat  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  dan  berdasarkan  relaas

panggilan  Nomor  72/Pdt.G/2024/PA.Rh  tanggal  13  Februari  2024  yang

dibacakan di  dalam persidangan, ternyata pihak desa setempat menyatakan

bahwa  Tergugat  tidak  berdomisili  di  alamat  sebagaimana  tercantum  dalam

gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya, Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut

gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal

sebagaimana  telah  tercantum  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini,  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud dan  tujuan dari  gugatan  Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  oleh  karena  di  dalam  persidangan  Penggugat  telah

menyatakan mencabut  surat  gugatannya,  maka dengan demikian  perkara  a

quo dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara  a quo termasuk dalam bidang perkawinan,

dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

72/Pdt.G/2024/PA.Rh dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah); 

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Raha pada hari  Senin, tanggal  19 Februari  2024 Masehi  bertepatan

dengan  tanggal  09  Sya’ban  1445  Hijriyah,  oleh  Aisyah  Yusriyyah  Ahdal,

S.Sy.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Muhammad  Ubayyu  Rikza,  S.HI.  dan

Badirin,  S.Sy.,  S.Hum.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota.

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Lily  Rahmi,  S.HI. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti, 
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ttd

Lily Rahmi, S.HI.

Rincian Biaya Perkara  :  

- PNBP : Rp 60.000,00

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 400.000,00

- Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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